
BUPATI MAROS 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI MAROS 
NOMOR.3:3TAHUN 2023 

TENT ANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 66 TAHUN 2020 

TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
SANKS! ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU 

PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MAROS, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka memperingati hari kemerdekaan 
Republik Indonesia ke-78, Pemerintah daerah Kabupaten 
Maros memberikan Insentif kepada Masyarakat dan 
pelaku usaha berupa Penghapusan Sanksi administratif 
untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 66 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan atau 
Penghapusan Sanksi Administrasi dan Pengurangan atau 
Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah, perlu diubah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros 
Nomor 66 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan 
Atau Penghapusan Sanksi Administrasi Dan Pengurangan 
Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. 

3. 

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukari Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 
74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1822); 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); 



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor· 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234), sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang­ 
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6856); 

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6014); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang 
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6881); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 
2013 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan 
Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 
2013 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 4 Tahun 2017 
tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Maros 
Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi Dan 
Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan, (Lembaran Daerah 
Kabupaten Maros Tahun 2017 Nomor 4); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2021 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2021 Nomor 
8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Maros Nomor 
7); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN SUPATI TENTANG PERUSAHAN ATAS 
PERATURAN SUPATI MAROS NOMOR 66 TAHUN 2020 
TENTANG TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN 
SANKS! ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU 
PEMSATALAN KETETAPAN PAJAK DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Maros Nomor 66 
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan 
Sanksi Administrasi Dan Pengurangan Atau Pembatalan 
Ketetapan Pajak Daerah (Serita Daerah Kabupaten Maros 
Tahun 2020 Nomor 66 diubah sebagai berikut: 

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 6 (enam) 
angka, yakni angka 12a, angka 12b, angka 12c, angka 12d, 
angka 12e dan angka 12f sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Maros. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan yang memimpin 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Maros. 
4. Sadan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat 

Bapenda adalah Sadan yang diberi kewenangan untuk 
mengelola pajak daerah dan retribusi daerah. 

5. Sadan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang 
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha 
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan 
lainnya, Sadan Usaha Milik Negara (SUMN) atau Sadan 
Usaha Milik Daerah (SUMO) dengan nama dan bentuk 
apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, 
Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi 
lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk 
kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

6. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Sadan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Parpajakan Daerah. 

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 



kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh 
Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-undang dengan tidak 
mendapatkan imbalan bagi sebesar-besamya 
kemakmuran rakyat secara langsung dan digunakan 
untuk keperluan Daerah. 

8. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat 
parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan 
berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan 
sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat 
penitipan kendaraan bermotor. 

9. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh restoran. 

10. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan 
hiburan. 

11. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang 
disediakan oleh hotel. 

12. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak 
atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan 
batuan baik dari sumber alam di dalam dan/atau 
permukaan bumi untuk dimanfaatkan. 

12a. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan 
perairan pedalaman. 

12b. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau 
dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di 
bawah permukaan Bumi. 

12c. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan 
utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya 
alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat 
permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, 
pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. 

12d. Perkotaan adalah perkotaan diartikan sebagai area 
terbangun dengan struktur dan jalan-jalan, sebagai 
suatu permukiman terpusat pada suatu area dengan 
kepadatan tertentu. 

12e. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 
yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas 
bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, 
dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan. 

12f. Hari Besar adalah hari yang dirayakan untuk 
memperingati suatu peristiwa penting, seperti Hari 
Kemerdekaan Negara Republik Indonesia dan Hari Jadi 
Kabupaten Maros. 

13. Subjek Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang 
dapat dikenakan pajak. 

14. Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak 
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai 



dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan 
Parpajakan Daerah. 

15. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender 
atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan 
Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi 
dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan 
melaporkan pajak yang terutang. 

16. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 
Tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 
tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

17. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya 
disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk 
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada wajib 
pajak. 

18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak. 

19. Sanksi Administrasi adalah sanksi yang berupa denda 
dan/ a tau bunga yang dikenakan kepada wajib pajak 
berdasarkan ketentuan perpajakan daerah, 

20. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 
disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak 
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau 
pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek 
pajak dan atau harta dan kewajiban sesuai dengan 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan perpajakan 
daerah. 

21. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir 
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar. 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan. 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya 
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jumlah pokok sama besarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit pajak. 



25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 
pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

26. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan 
atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. 

27. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 
yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung 
dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan 
tertentu dalam peraturan perundang-undangan 
perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak 
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, 
Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

28. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 
atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan 
Pajak Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, 
atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak 
ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak. 

29. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 
atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak. 

30. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya sertajumlah harga 
perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang 
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa 
neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak 
tersebut. 

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan 
daerah dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka 
melaksanakan ketentuan peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah. 



2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 3 

(1) Bupati dapat melakukan pengurangan atau 
penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak daerah berupa: 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi 

administrasi berupa bunga denda, dan kenaikan 
pajak yang terutang menurut peraturan perundang­ 
undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi 
tersebut dikenakan karena kehilafan Wajib Pajak 
atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SPPI', SKPD, 
SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau 
SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 
sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang 
berdasarkan pertimbangan kemampuan Wajib Pajak, 
atau kondisi tertentu objek pajak. 

(2) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah 
dilakukan atas permohonan wajib pajak atau tanpa 
permohonan wajib pajak. 

(3) Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak daerah 
tanpa permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan melalui: 
a. Pemberian kebijakan pengurangan atau penghapusan 

sanksi administrasi dalam rangka memperingati Hari 
Besar; dan 

b. Pemberian kebijakan pengurangan atau pembatalan 
ketetapan pajak daerah berdasarkan kondisi objek 
pajak. 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut 

Pasal 4 

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan 
Pengurangan a tau Pembatalan Ketetapan Pajak 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputijenis pajak: 

a. Pajak Parkir; 
b. Pajak Restoran; 
c. Pajak Hiburan; 
d. Pajak Hotel; 
e. Pajak Mineral Bukan Logam dan bantuan; dan 
f. PBB-P2. 

4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni 
Pasal 5A sehingga berbunyi sebagai berikut 



Pasal SA 

(1) Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi 
berupa bunga dan denda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) untuk PBB-P2 diberikan paling banyak 
100°/o (seratus persen) pada tahun yang berkenaan. 

(2) Penghapusan sanksi administrasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila Wajib Pajak 
melakukan pembayaran pokok PBB-P2 pada waktu yang 
telah ditetapkan. 

(3) Dalam hal pembayaran pokok PBB-P2 pada waktu yang 
telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
dilakukan penghapusan sanksi administrasi secara 
otomatis melalui sistem/aplikasi pengelolaan pajak 
daerah. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Maros. 

Ditetapkan di Maros 

pada tanggal 3 j-uli :i.o:J-3 

BUPATI MAROS, 

Diundangkan di Maros 

pada tanggal 3 <Jl,lli ,9-0�'7 

SEKRETARIS DAERAH, 

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2023 NOMOR 33 


